PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN

NOMOR: 02 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN SUMEER DAYA ALAM [ SDA ) LUBUK IKAN LARANGAN

Menimbang -

SUNGAI DI NAGAR]I INDERAPURA SELATAN

NAGARI INDERAPURA SELATAN
EKECAMATAN PANCUNG SOAL
EABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGART INDERAPURA SELATAN,

. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha ckonomi masyarakat dan

Penambohan pendapatan Pemerintah Nagar melalui pengelolaan
potensi Nagari dan Pemanfaatn Sumber Daya Alam, Perlu dibentulk
Lubuk Tkan Larangan Saluran sungail Nagan Inderapura Selatan;

. Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari, Wali
Nagan dan Bamus Nagan Peorlu Menctapkan Suatau Peraturan
Nagan;

. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Scbagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b diatas perlu ditctapkan dengan Peraturan Nagan
Inderapura Sclatan;

. Bahwa Wali Nagari Inderapura Selatan Telah Menyampaikan Secara

Resmi Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam |
SDA ) Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Se-Nagari Inderapura
Selatan Pada Rapat Paripurna;

. Bahwa Peraturan Nagar Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (

SDA ) Lubuk Tkan Laranagan Seluran Sunga:  Sebagaimana
dimaksud Huruf ¢. diatas telah dibahas Badan Permusyawaratan |
BAMUS ) Nagari Indecrapura Sclatan Bersam Wali Nagari Indecrapura
Selatan Sesuai Peraturan Perundang — Undangan Yang Berlaku;

Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Scbagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, ¢, d, dan e Perlu Menetapkan Peraturan Napari Tentang

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (| SDA | Lubuk Ikan Larangan
Saluran Sungai Nagan Inderapura Selatan;



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARIINDERAPURA SELATAN
dan
WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN TENTANG

PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM ( SDA ) LUBUK IKAN
LARANGAN SALURAN SUNGAI NAGARI INDERAPURA SELATAN
BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagariini yang dimaksud dengan ;

O U

11,

12

. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan

- Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan

. Kecamatan adalah Kecamatan Pancung Soal

. Camat adalah Camat Pancung Soal

- Nagari adalah Kesatuan Masyarakat hukum adat yang memiliki batas — batas

wilayah tertentu,mempunyai harta kekayaan sendiri serta berwenang mengurus
dan mengatur Rumah Tangganya sendiri berdasrkan Asal — Usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

.Wali Nagari adalah Wali Nagari Inderapura Selatan dalam Kabupaten Pesisir

Selatan.;

-Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari

adalah Lembaga Yang Merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelengaraan
Pemerintahan Nagari Sebagai Unsur Penyelengara Pemerintah Nagari.

- Pemerintah Nagari Adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
10.

Pemerintahan Nagari Adalah Penyelengara Urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (
BAMUS Nagari ) dalam Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat
Setempar Berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat Setempat yang diakui dan
dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sumber Daya Alam ( SDA } adalah Semua Bentuk Kekayaan yang ada
terkandung didalam Sebuah Nagari yang Merupakan Harta Nagari yang Berhak
dikelola dan dimanfaatkan Oleh Nagari.

Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Nagari Inderapura selatan adalah Suatu
Sungai yang Terlerletak Di dua Kampung yaitu Kampung Sungai Gemuruh dan
Sungai Kuyung yang menjadi Tempat Hidup berbagai jenis Makhluk Hidup Air
ditempat tersebut.



Mengingat

L |

3.

10.

13.

.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah [ Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25 ) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) Jo
Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643 )2, Undang - Undang
Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan
Nasional { Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421 );

Undang — Undang Nomr 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
( Lembaran Nepara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomorl25, Tambahan Lombaran Negara Nomor 4437 )
Schagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 tahun
2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang
— Undang | Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 |;

.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Peruhdang Undangan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Momor 5234 |;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kenangan

Mikro (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indoncsia Nomor 4756),

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Hepublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaasn Undang Undang Nomor & Tabun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomer 2 Tahun 2007

Tentang Pokok — Pokok Pemerintah Nagari;

. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2005

tentang Pembentukan Pemerintahan Nagan Inderapura Selatan

(Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2005 ;

Peraturan Dacrah Kabupalen Pesisir Selatan Nomor .2 Tahun 2016

Tentang Nagari;

11. EKeputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140787 /Kpts/BPT-
5/2017 Tentang Penctapan Prionilas Penpunaean Doana dan Standar

Biava Umum Nagari;

12. Peraturan Nagari Inderapura Sclatan Nomor 02 Tahun 2017

Tentang Anggaran Pendapatan DBelanja Nagari Tahun Anggaran

2017,

Peraturan Nagari Inderapura Selatan Nomeor 03 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belamga Nagari Tabun

Anggaran 2017



BEAB I
MAESUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud : Pemanfaatan Sumber Daya Alam | S8DA ) Lubuk Ikan Larangan Saluran

Sunpal Adalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ada di Nagari
Ehususnya di Saluran Sunpgal Berupa Adanaya Lubuk Tkan Larangan
yvang merupakan Usaha Pemenntah Nagarn dan Pemuda kampung
sungai gemurih dan Sungai Kuyung belkena sama dengan scluruh
Lapisan Masyarakat Nagar dan PSDA Setempat. Untulk Menjaga
Kelestariannya vang diharapkan Untuk Pendapatan Ash Nagari | PAN )
vang di kelolah olch pemuda Nagari dan Pemuda Kampung di Nagari
Inderapura Sclatan dan Sclangutnya diperzunakan Untuk kepentingan
Kemajuan Nagari

Tujaan: Pemanlaatan Sumber Daya Alam ( SDA )} dibidang Lubuk [kan

(1]

(2]

(1)
(2]
(3)

Larangan Saluran Sungai Nagar Inderapura Selatan Bertyjuan Untuk

a. Mengembangkan dan Memanfaatkan Sumber Dava Air Sungan Untuk
Dimanfaatican dalam bidang Usaha Perikanan Tkan Larangan.

b. Memngkatkan ]:’;:ndupulan Asli Nagun | PAN ),Bantuan Pembangunan
Fumah Ibadah dan Sumbangan Sosial Untuk Masyarakat yeng tidak
MAmp.

¢. Menmgkatkon Gid Masyvarakat Ehususnya delom Menpkonsumai ilcan
Bagi Masayarakat.

d. Untuk Menjaga Ekosistim disepanjang Lubuk Ikan Larangan di Saluran
Sungai.

¢, Agar Masvarakat Secara Kescluruhan Tarat Menjaga Agar Saluran Sungad
dapat terpelihara dengan Baik dan tidak tercemar dan dicksploitasi olch

Orang — Orang vang tdak bertangung Jawakb.

BAE III
LOEAS] LUEUE IEAN LARANGAN SALURAN SUNGAIT

Pasal 3
Lokasi Lubuk |kan Larangan Saluran Sungai Se-Nagan Inderapura Selatan
berada di kampung sungai gemuruh dan Sungai Kuyung dekat saluran Sungai
Se-Nagan Inderapura Selatan.
Penentuan Lokasi Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Adalah berdasarkan
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintahan Nagari,Pemudah Nagari dan
Masyarakat Nagari Serta berkoordinas dengan Dinas PSDA Setempat.

Pasgal 4

Panjang Lokasi Saluran Saluran Sungai yang dipergunakan Untuk Lubuk Ikan
Larangan + 8.000 M .

Didalam Loks=:m mi semus benfuk makhluk hidup berupa  sejenis  ikan
termasuk didalam perhndungan dan larnngan,

Larangan Bag masyarakat Nagar dan Luar Nagari terhadap Lokasi Lubuk Tkan



{1)

i2)

(3]

]

Larangan Saluran Sungai Adalah :
1. Dilarang  Memancing Menangkap Mengambil, Meracun Menjala dan Menyetrum

lkan — lian yang ads dilokssi Lebuk lkan Larangan Saluran Sungai siang maupun

malam hart,

2. Dilarang membuat pencemaran terhadap air yvang ada dilokas: Lubuk lkan

Larangan dan mecmbuang sampah kedalam saluran Sungai.

EAR IV
PEMANFAATAN HASIL PANEN
Pasal 5

Pengambilan [kan Lamngan di lubuk Tkan Larangan saluran Sungai
meripakan hak pemerintahan Nagari Pemudah Nagari dan Masyarakat Nagari
Inderapura Selatan ( Tata Cara panen ditentukan didalam peraturan Wali
Nagar Inderapura sclatan J.

Pemanenan Ikan di Lubuk Ikan Larahgan Saluran Sungai Nagari Inderapura
Selatan disesuaikan dengan keadaan ikan — ikan vang ada di Lubuk Ikan
Larangan Saluran sungai tersebul dan  diputuskan  didalam  suatu
musyawarah Antara pemerintahan Pemuda Nagari dan Masyarakat Nagari
Inderapura Selatan serta semua unsur yang ada.

Untuk pclaksanaan pemancnan lkan akan dibentuk Kepanitiaan vang di
koordinatori Oleh  Pemernmtahan Napan dean Unsur Masyvarakat Nagan
Inderapurn Selatan, Dan ditetapkan dengan keputsan Wali Nagar.,

Sisa Hasmil Usaha (SHU] Peogualan dan panen [kan Larangan dialolcasikan
Untuk :

2.  Banman Pembangunan Mushalla dan Masjd Nagam ( 10 % )

b.  Dana Sesial Untuk Masyarakat Nagari Yang dinilzi tidak Mampu ( 10 % )

. Uniik Petugas Pencaga Pinm Air dan Pemberi Pakan { 10 92 )

d.  Henor Panitia [ 20 % )

¢. Kepiatan - Kegiatan Pemuda Negari | 30 % )

t. Kematan Rang Tuo Keum [ 10 % )

2. Untuk Pendapatan Asli Nagari ( PAN } [ 10 % )

*asal &

(1) Moddal Budidaya Lubuk Ikan Larangan Saluran Sungai Nagari Inderapura Selatan
bersumber dari Anggaran Pemuda Eampung Sungai Gemuruh dan Pemuda
Eampung Sungai Kuyung Nagan yang dipisahkan dan diatur didalam Anggaran
Pendapatan Belanja Nagan Inderapura Selatan Tahun 20158,



BABV

SANEKSI - SANKSI BAGI MASYARAKAT YANG MENGAMBIL IKAN LARANGAN

(A

b 8

SALURAN SUNGAI SE-NAGARI INDERAPURA SELATAN
NAGARI INDERAPURA SELATAN

Pasal 7

. Barang Siapa yang memancng [kan dan mengambil ikan dengan mengunakan batian

lidmia{ Putas,Lanatc dan berbagai jenis racun yang lainnya ), Mensunakan bahan
peledak dan sejenisnva ( Dinamil dan Senirum ) maks dikenaksn denda scbanyak
LM} Zak Scmen vang menipakan denda sesuai peraturan MNagarl g Atau dilaporkan
kepada pihak yang berwajib Untuk diberlakukan Undang ~ Undang pidana.

Barang siapa mengambil [kan dengan meongunakan Jaring dan Alatr tembak maka
askan didenda 50 Zak Scmen,

3. Barang siapa mengambil ki dengan mengunakon Jula maka akan didende 30 Zak

Semer.

. Barang siapa Menpamhbil an dengan cara menpunakan pancing dan Tangeuk Tkan

akan didenda 20 Zak Semen,

Barang siapa yang membuang sampah dengan sengsja i Saluran Lubuk lkan
Larangesn aksan didenda 15 Zak scmen.

dan Apabila perbuatan dilakukan berulang ulang sesuai ketentuan Avar 1 Sampad
Ayat 5 akan didenda 10 Kali Lipat.

EAE VI
PENYITAAN BARANG BUETI

Pazal 8

. Barang siaps yang mclanggsr peraturan yang lercantum didalam Pasal ¥ Peraturan

Magari ini,maka POEMAS maupun Masyvarakst MNagari vang menangkap berhak untuk
menshan barang bukti bentule apespun dan melaporken kepada pemerintahsn Nagari

dan Pemudah Nagari

. Barang bukti yang disita dan ditahan akan diberikan atau discrahkankepada pemilik

setelah Denda denda yang lercantum didalarn Peraturan Nagerd i
dipemahifdisclesaikan.

Barang — barang bukti yang disita dan ditahan akan dijaga keselamatannya oleh
POEMAS dan Masyvatakat,

Denda terseburt diatas diserahkan 20% kepada kelompok penangkap, 2096 diserahban
kepemudah kampung, 200 dizerahkan kepemuda Nagari, 40% diserahkan kemasgjid dan
musallah



(1)

(2}

[ 1}
[2)

(1)
(2)

(3)

(1]

(2)

EBAE VII

EKEWAJIEAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN DAN PERJAN.JIAN
EBAGI PARA PELANGAR

Fazal 9
Para Pelangar peraluran ini schelum dinyatakan bebas dan sepala ketentuan -
ketentuan denda yang tercantum dalam pasal 7 Ayvat 1 sampai 5 harus menands
tangam surat pormyataan dan surat perjanjian.

Surat perjanjian dan sural pernyataan harus di tanda tangani diatas materai.

EAE VIII

FENGURUS EELOMPOK MASYARAKAT ( POEMAS )
LUBUK IKAN LARANGAN SALURAN SUNGAI

Pasal 10

Kepengurusan POKMAS dibentuk dengan cara bermusyawarah dalam jangka 2
Tahun sekal.

Kepengurusan dapat diperpanjang sesuai denpan hasil musyawarah Masyarakat
Nagari Inderapura Selatan

BABIX
STRUETUR EEPENGURUSAN

Pasal 11
Kepengurusan terdiri dard pelindung dan penasehat yvang merupakan pengurus
dan pengawas.
Kepengurusan Harian merupakan kepengurusan vang mengelola POKMAS
Terdiri dari : Ketua Wakil Ketua Sekretaris dan bendahara dibantu dengan 15
Orang Angpgola.
Struktur Kepenpurusan Terlampir Pada Peraturan Nagan ini merupakan bagian
vang tidak terpisah ~ pisahkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP
Pazsal 12

Hal - Hal yang belum diatur dalam peraturan Nagar ini Sepanjang masalah
ickms peraturan Nagari Tentang Lubuk Tkan Larangan disaluran Sungai akan
diztur dengan Peraturan Wali Nagari.

Demgan Berlakunya Peraturan Nagarn Ini, Maka Peraturan Nagan ini berlaku
mengikat secara hukum diseluruh Wilayah Nagan Inderapura Sclatan.



Pasal 13

Peraturan Nagan i Mulai Berlaku Sejak tanggal ditetapkan Agar setiap orang dapat
menpetahuinya, memerintahkan  penpundangan  Peraturan Nagan im dengan
menempatkannya dalam Lembaran Bermta Nagan Inderapura Selatan.

»

Ditetaplkan di @ Inderapura Selatan
Pada tanggal : 10 Januar: 2018

T I

R] INDERAPURA SELATAN

S iy a A
ISR SE

Diundangkan di [Inderapura Sclirtin.

Pada geal @ 20 Januan 2013
Ol iz Nagar Indcrapura Sclatan
E .B

LEMEARAN BERITA NAGART INDERAPIUTREA SELATAN NMOMOR - OLTAHUN 2018



Lampiran : PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN NOMOR 01 TAHUN
2018 TENTANG PEMANFAATAN SUMEER DAYA ALAM (SDA )
LUBTUK IEAN LARANGANDI SALTRAN SUNGAY NAGART

BAGAN STRUKTUR ORGANISAST
KEEPENGURUSAN POEMAS PEMANFAATAN SUMEER DAYA ALAM ( SDA ) LUBUK
IHAN LARANGAN DI SALURAN SUNGAI
NAGARI INDERAPURA SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL
EABUPATEN PESISIR SELATAN

PELINDIIMNG TYAN
PENASEHAT

[ KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS [ BENDAWARA |
J'Lngg-ntl
15 Orang
1

WALI NAGARE INDERAPURA SELATAN




EERITA ACARA RAPAT
KESEPAKATAN EERSAMA WALI NAGARI
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI { BAMUS )
TENTANG
PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN TENTANG PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM | SDA ) LUBUK IKAN LARANGAN
DI SALURAN SUNGAX
NAGARI INDERAPURA SELATAN
EECAMATAN PARCUNG SOAL
EAEUPATEN PESISIE SELATAN

Pada han uu Kamis Tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas
Kami vang bertanda Tanggan dibawah ini ;

1. JAMILUS : Wali Nagari Inderapura Selatan dalam hal imi bertindak untuk dan atas

Nama Pemerintah Nagar Inderapura Selatan Selanjutnya disebut
PTHAK PERTAMA.

2. JAMIRUS: Kctau Bamus Nagari Inderapura Selatan dalam hal ini bertindak untulk
dan atas Nama Badap Permusyawaratan Nagari { BAMUS )} Nagari
Inderapura Selatan Sclanjutnya discbut PIHAK KEDUA.
Menyatalkan Bahwa :

1. PIHAK KEDUA Telah membahas dan menyepakati Peraturan Nagari Inderapura
Selatan Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam [ SDA ) Lubuk Than Larangan
di Saluran Sungai yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian
hazil musyawarah dan perubahan — perubahan.

2. PIHAK PERTAMA dapal menerima denpan baik penyesusian dan perubahan -
pecrubahban sebelum peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam
{ SDA ) lubuk lkan Larangan di Saluran Sungai

3. Berdasarkan Hasil Pembahasan Tersebut Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA
Setuju menetapkan Peraturan Nagari Tentang Pemantaatan Sumber Daya Alam
{ 5DA ) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai

4. Peraturan Nagar Inderapurn selaton Tentang Pemanfoatan Sumber Daya Alam (
5DA ) Lubuk [kan Larangan di Saluran Sungm Mcrupakan baman yvang tidak

Demikianlah Berita Acara imd dibuat dan ditanda tanggan oleh kedua belah
mhak untuk dapat diperrunakan schagammana mestinya.




e o PEMERINTAH EAEUPATEN PESISIR SELATAN
EECAMATAN PANCUNG SOAL
BADAN PERMUSYAWARATAN ( EAMUS )
NAGARI INDERAPURA SELATAN

S Padang-Bengkuhy — Inderapura selatan Kode Pos : 25671

KEPUTUSAN
EBADAN PERMUSYAWARATANNAGARI INDERAPURA SELATAR
NOMOR : 02 /Kpit=-BAMUS-INDSEL/TAHUN 2018
TERTANG

EESEPAEATAN PERATURAN NAGART
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM [ SDA ) LUBUK IKAN LARANGAN

DI SALURAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYTAWARATAN NAGARI INDERAPURA SELATAN

Menimbang : a Bahwa untuk melaksanakan maksud 59 Peraturan Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,

Membahas dan menyvepakati Hancangan Peraturan  Nagori
Bersama Wah Nagan;

b. Bahwa Wali Nagari Inderapura Selatan telah menyampaikan
secara resmi Peraturan Nagari tentang Lubuk Ikan Larangan di
Saluran Sunga, pada rapat panpurna tangeal 10 Januan 20138,

¢. Bahwa Peraturan Nagan tentang Lubuk Tkan Larangan di
Saluran Sungal schagaimana dimaksud hurufl b diatas, telah
dibahas Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Selatan
bersama  Wali Nagari Inderapura selatan sesuai peraturan
perundang-undangan vangberlakng;

d. Bahwa  berdasarkan pertimbangan schagnuimana  dimaksud
dalam huruf a, b, dan ¢, perlu menctapkan Keputu=zan  Badan
Permusyawaralan Nagari Inderapura Selatanterhadap
Rancangan Peraturan Nagari mbuk Ikan Larangan di Saluran
Sungai Nagari Inderapura sclatan Tahun untuk ditetapkan
dengan Keputuzan Badan Permusyawaratan Nagari;

Mengingat : 1.Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otomom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propim=
Sumatera Tengah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25 ) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (
Lembaran Negara Republk Indonesia Tabun 1957 Nomor 77 ) Jo
Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 | Lembaran Nepara
Republik Indonesia T:l.hun 1958 Nomor 108, T:J.mh"l.ha.n Lmnharm

WT B Thas kTl T = =2 BT oo ssae. W AFF b T Tl e T Vo ol o



Menetapkan
Kesam

Kedua

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangiinan
Nasional | Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421 |;

3. Undang - Undang Nomr 32 Tahun 2004 Tentang Pemenntah Daerah
| Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Nepara Nomorl25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )
Schagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 8 tahun
2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Penpanti Undang -
Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah Menjadi Undang
— Undang | Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 |;

4, Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan | Lembaran Negara Repubhlke
Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2013 tentang Lembaga Keunangan
Mikro [Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undanp-Undang Eepublik Indonesa Nomor & Tabun 2014 tentarng
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lethbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

7. Peraturan Pemernmiah Repubhk Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tenlang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Deza (Lembaran Negara Republik Indonecsia Tahun
2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatcra Barat Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Polok — Pokok Pemerintah Nagar;

9, Peraturan Daerah Kabupaten Pesizir Selatan Nomor 22 Tahun
2010 tentang Pembentukan Pemenntahan Nagan Inderapura Utara
(Lembaran Daerah Nomor 22 Tahun 2010] ;

10, Peraturan Dacmah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .2 Tahun 2016

Tentang Nagari;

11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140787 /Kpts/BPT
P5/2017 Tentang Penclapan Prioritas Pengunaan Dana dan Standar
Biava Umum Nagari;

12, Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Angparan Pendapatan Belamja Nagan Tabun Angearan
2017:

13. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor & Tabun 2017 Tentang

Perubahan Angoaran Pendapatan dan Belanga Napgari Tabun
Angparan 2017,

MEMUTUSEAN

Menyetujui Peraturan Nagari Tentang Pemanfaatan Sumber
Daya Alam ( SDA ) Lubuk Tkan Larangan i Saluran Sungai
Nagari Inderapura Selatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Nagari Inderapura Selatan.

Peraturan Nagori Tentang Pemanfaatan  Sumber Daya Alam |
SDA ) Lubuk Ikan Larangan di Saluran Sungai terlampir bagian



Ketiga

Keempat

Kelima

vang tidak terpisahkan didalam Peraturan Nagari mi.

Rancangan Peraturan Nagan sebapamana dimalesud  dalam
diktum kesatu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari
terlebih dahulu dilakukan persetyjuan bersama antara BAMUS
Nagari dan Wali Nagan vang dituangkan dalam Nota Persctujuan
Bersama yang ditendatangam oleh Wali Nagari dan Kema
BAMUS Nagari.

Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam dilktum
Hetiga diatas, mernpakan Lampiran vang tidak terpisahkan dari
leeputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di » Inderapura Selatan
Pad: 'ligilgg-l 210 Januar 2013
BATAR .-f*'.n 4 AWARFLTAN MAGART

% o !:_"_:5'
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PEMERINTAH EABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN PANCUNG SOAL
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA SELATAN

JL Padang- Bengkuli— inderapurs Selalan Kode Pos © 25671

HEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN
EECAMATAN PANCUNG SOAL

NOMOR : 02/Kpts/WK-INDSEL/ 2018

TENTANG
TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM [ SDA )

LUEBUK IKAN LARANGAN DI SALURAN SUNGAI
NAGARI INDERAPURA SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI INDERAPURA INDERAPURA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha usasha ckonomil masyarakat dan
pendapatan Pemerintah Nagari melalni pengelolaan potensi Nagari
dan Pemanfaatn Sumber Dava Alam, Perlu dibentuk Lubuk lkan
Larangan di Saluran Sungai Nagan Inderapura Selatan;

b. Babwa Untuk Melaksanakan Pasal 97 Peraturan Dacrah Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari Wali
Nagari dan Bamus Nagan Perlu Menetapkan Suatan Peraturan
Nagari;

. Bahwa Berdazarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b diatas Wali Nagari perla Menctapkan Keputusan Wali
Nagari Tentang lubuk lkan Larangan di Saluran Sungai;

Mengingat 1. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Dacrah CHonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerzh Propinsi
Sumaters Tengah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25 ) Jis Undang - Undang Dri. Nomor 21 Tahun
1957 | Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 1957 Nomor
77 ) Jo Undang — Undang Nomor 58 Tahun 1958 | Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 ;2. Undang -
Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan
Pembanganan Nasional (| Lembaran Negars Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 };

2, Undang - Undang Nomr 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daciah | Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomoerl25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437 )} Sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor & tabun 2005 Tentang Penetapan Peraturan

Thavammrwalints Dharyevarmts [ Tradsmaer TTwadanmer Wamaae T Talares 005



3.

£,

10,

11.

12

Tentang Perubahan Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah dacrah Menjadi Undang - Undang |
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undanpan | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Kenangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20132 Nomor 12, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4756);

Undang-Undang Recpublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Perituran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara FRcopubhk
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Dacrah Propins: Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007
Tenlang Pokok — Pokok Pemerintab Nagar;

Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun
2010 tentang Pembentukan Pemernntaban Nagar Inderapura
Utara (Lembaran Dacrab Nomor 22 Tahun 2010) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .2 Tabun
2016 Tentang Nagar,

Keputusan PBupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT-
PS/2017 Tenlang Penetapan Proritas Pengunaan Dana dan
Standar Biaya Umum Nagari;

Peraturan Nagari Indcrapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Nagan Inderapura Utara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagan Tahun
Angparan 2017

MEMUTUSKAN

Melakssnakan Usaha Peningkatan Ekonomi Nagari  yang
pendanaannya Bersumber Dari Inglkam Pemuda kampung Sungal
Gemuruh, Sungai Kuyung dan Pemuda Nagari Inderapura Selatan



Kedua

Ketiga

Tahun Angzaran 2018 Untuk Pendapatan Asli Nagar | PAN ) Melal
Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Alam | SDA ) Lubuk Ikan
Larangan di Saluran Sungai.

: Peraturan Nagari Tentang Sumber Daya Alam | SDA | Lubuk Ikan

Larangan di Saluran Sungaiditetapkan Untuk Mengatur Segala Hal
yang Berkaitan dengan Lubuk [kan Larangan i,

: Keputusan ini mulai berlaln sejak tanggal ditetapkan.

Dntetapkan di : Nagar Inderapura Selatan
Pada tanggal - 10.Januar 2018

d@u NM-ARJ INDERAPURA SELATAN
o




PERJELASAN
ATAS
PERATURAN NAGARI INDERAPURA SELATAN
NOMOR : 02 TAHUN 2018
TENTANG
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM ( SDA ) LUBUK IKAN LARANGAN DI
SALURAN SUNGAI NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL EAEUPATEN PESISIR SELATAN

PENJELASAN TTMTIM

Lubuk [kan Larangan merupakan kegiatan wusaha ckonomi Pemerintahan
yang dapal  meningkatkan kemampuan  keuangan pemerintahan  Nagari,
Pemuda Kampung dan Pemuds Nagari Inderapura  Selatan  dalam
penyelengparaan  pemenntahan dan  meningkatkan pendapatan masyarakat,
Usaha [kan Larangan dapat dijadikan scbagal salah sata alternatif sumber
menambah pendapatan ash nagan (PAN), disamping pendapatan vang bersumber
dari pemanfaatan pendapatan lain-lain Nagari yvang sah. Usaha hibuk Ikan
Larangan diprakarsar olech  Pemerintah  Nagari berdasarken  Peraturan
Perundang-undangan. Lubuk Tkan Larangan dikclola oleh Pemerintahan Nagari,
Pemuda Nagari Dan Masyarakat, sedangkan permodalan Tkan Larangan Berasal
dan Pemuda kampung sungai pemuruh dan Pemuda Nagarilnderapura Selatan,
tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten, pimjaman dan atau penyertaan modal pihak laim atau kerjasama

bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

PENJELASAN PASAT. DEMT PASAL

Pasal | . cukup jelas
Ayat (1) : cukup jelas
Ayat (2) : cukup jelas
Avat (3] : cukup.Jelas
Ayat (4) : cukup Jelas
Ayat (3) : cukup Jelas
Ayat (6) ; cukup .Jclas
Ayat (7) : cukup Jelas
Ayar (8) : eukup Jelas

Ayat (10) : cukup Jelas

Ayat (11} : cukup Jelas

Avat (12) : cukup Jelas

Avat (13) : cukup Jelas
Pasal 2 1 cukup jelas



Pasal 3 : cukup jelas

Ayat (1) : cukup jelas

Awvat (2): cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas

Awat (1) : cukup jelas

Avat (2): cukup jelas

Avat (3) :  cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas

Ayat (1) : cukup jelas

Awat (2): cukup jelas

Ayat (3] : cukup jelas

Ayat (4] - cukup jclas
Pasal 6 1 cukup jelas

Ayat (1) 1 cukup jelas
Pasal 7 : cubup jelas

Awat (1) : cukup jelas

Avat (2) : cukup jelas

Ayat (3) " @ cukup jelas

Avat (4] : cukup jelas

Ayat (5) : culmp jelas
Pasal 8 © cukup jelas

Ayat (1) . cukup jelas

Avat [2) : cukup jelas

Avat (3) : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas
Pazal 10 + culup jelas

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2] : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas
Pasal 12 :

Avat (1) o cukup jelas

Ayat [2) + cukup jclas

Pasgal 13 : cukup jclas



